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ABSTRAK 
Terjadi kekaburan hukum dalam Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1997 jo. 
Nomor 15 Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah 
untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) karena dalam Undang-
Undang Pokok Agraria tidak secara tegas mengatur peningkatan hak atas tanah untuk RSS 
(Rumah Sangat Sederhana) dan RS (Rumah Sederhana), begitu pula dengan pasal-pasal 
dalam Undang-Undang lain mengenai Hak Guna Bangunan, Pendaftaran Tanah serta 
Perumahan dan Permukiman. Dalam UUPA tidak dikenal istilah pembaruan, perubahan dan 
peningkatan hak, yang dikenal adalah pemberian hak dan perpanjangan jangka waktu hak 
atas tanah. Selain itu, dikenal pula istilah pelepasan dan permohonan hak. Melalui pelepasan 
dan permohonan hak, status hak atas tanah yang akan ditingkatkan dilepas terlebih dahulu 
menjadi tanah negara untuk kemudian dimohonkan kembali menjadi hak atas tanah yang 
baru. Hal ini berbeda namun sering disalahartikan dengan peningkatan hak. Proses 
peningkatan hak menjadi Hak Milik cukup sederhana yaitubdengan mengajukan 
peningkatanbhak ke Kantor Pertanahan, kemudian KantorbPertanahan melakukan 
perubahanbhaknya dengan cara langsungbmenulis di halaman sertifikatbbahwa haknya 
sudahbditingkatkan menjadi Hak Milik. 
Kata kunci: peningkatan hak, kekaburan hukum, rumah sangat sederhana dan rumah 
sederhana.  
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ABSTRACT 
Legal vagueness occurs in the Decree of the Minister of Agriculture of the No. 9 of 1997 and 
No. 15 of 1997 and No. 1 of 1998 concerning the Granting of Land Property Rights Very 
Simple Houses and Simple Houses due to the Basic Agrarian Law does not explicitly regulate 
the increase of land rights for Very Simple Houses and Simple Houses (RSS/RS). As well as 
another articles such as the Building Rights, Land Registration and Housing and Settlement. 
BAL unknown in terms of updates, changes and improvement of rights, which is known is 
provision for extension of rights and land rights. In addition, also known as term release and 
petition rights. Through the release and petition of rights, land rights status that will be 
upgraded removed first as a ground of state to then filed back into the new land rights. It is 
different, but often confused with increased rights. The process of land property rights 
improvement is quite simple: propose an increase of the rights to the Land Office, then the 
Land Office change it’s rights by writing directly on the certificate’s right that has been 
upgraded.  
Keywords: land property rights improvement, legal vagueness, Very Simple Houses and 
Simple Houses (RSS/RS). 
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A. Pendahuluan 
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 
Tahun 1998 tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Sangat 
Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS), memberikan beberapa peraturan 
perubahan terhadap Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 9 Tahun 1997 jo. Nomor 15 Tahun 1997 dengan maksud untuk 
memperluas pemberian kemudahan dalam memperoleh Hak Milik atas tanah untuk 
perumahan terutama bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana tercantum dalam 
bagian menimbang Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 Tahun 1998. Perluasan pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk 
Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) tersebut kemudian 
dijelaskan lebih lanjut sebagai diubahnya kriteria tanah untuk RSS dan RS yang Hak 
Guna Bangunannya dapat diubah menjadi Hak Milik menurut Keputusan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 serta diperluasnya 
penerapan peraturan tersebut pada tanah Hak Guna Bangunan yang sudah habis jangka 
waktunya. 
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 
Tahun 1997 selanjutnya memberikan pengertian tentang perubahan hak sebagai 
penetapan pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dengan 
Hak Guna Bangunan, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah negara dan 
sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan Hak Milik.  
Status Hak Guna Bangunan yang melekat terutama pada Rumah Sangat Sederhana 
(RSS) dan Rumah Sederhana (RS) yang dalam pelaksanaan pembangunannya selain 
dapat dilakukan oleh masyarakat secara perorangan, juga tidak jarang melibatkan badan 
hukum seperti PERUMNAS (BUMN) atau developer (swasta) tidak dapat dilepaskan 
dari ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan 
Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yang 
mengecualikan badan usaha dari 4 (empat) kategori badan hukum lainnya di Indonesia 
yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 
status tanah sekaligus rumah atau bangunan yang berdiri di atas tanah milik suatu badan 
usaha, tidak dapat berupa Hak Milik melainkan hanya sebatas Hak Guna Bangunan. Hal 
mana Hak Guna Bangunan tersebut merupakan Hak Guna Bangunan induk yang 
kemudian dipecah menjadi Hak Guna Bangunan kecil-kecil kemudian dipasarkan dan 
dibeli oleh masyarakat. Status hak atas tanah sekaligus rumah atau bangunan yang 
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berdiri di atasnya yang dibeli masyarakat pun masih pada umumnya berstatus Hak Guna 
Bangunan yang kemudian diubah statusnya menjadi Hak Milik.1 
Namun bagaimana dengan dasar hukum peningkatan hak atas tanah untuk RSS 
(Rumah Sangat Sederhana) dan RS (Rumah Sederhana) itu sendiri sedangkan mengenai 
peningkatan hak atas tanah untuk RSS (Rumah Sangat Sederhana) dan RS (Rumah 
Sederhana) belum diatur dalam Undang-Undang. Terjadi kekaburan hukum karena 
dalam Undang-Undang terutama Undang-Undang Pokok Agraria tidak secara tegas 
mengatur peningkatan hak atas tanah untuk RSS (Rumah Sangat Sederhana) dan RS 
(Rumah Sederhana), begitu pula dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang lain 
mengenai Hak Guna Bangunan, Pendaftaran Tanah serta Perumahan dan Permukiman.  
Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekaburan hukum, terhadap hal-hal atau 
keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum 
(rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat 
yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (rechtsverwarring), dalam 
arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan 
diatur berarti bukan tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) 
dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam 
masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal 
atau keadaan yang terjadi. 
 
B. Masalah 
1. Mengapa terjadi kekaburan hukum dalam Keputusan Menteri Negara Agraria 
Nomor 9 Tahun 1997 jo. Nomor 15 Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998? 
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat diambil guna mengatasi kekaburan hukum 
dalam Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1997 jo. Nomor 15 
Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998? 
 
 
 
 
                                                                 
1aaaaaaPuji Eko Prasetyo, Tesis: Pelaksanaan Peningkatan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan 
(HGB) menjadi Hak Milik (HM) untuk Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana yang Masih 
Dibebani Hak Tanggungan di Kabupaten Brebes (online), http://eprints.undip.ac.id, 2005, (11 September 
2014), hlm 2. 
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C. Pembahasan 
Salah satu tujuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan dasar-dasar 
untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh 
rakyat Indonesia, maka diadakan pendaftaran tanah yang termasuk di dalamnya adalah 
beberapa asas pendaftaran Hak Milik atas tanah yaitu sederhana, aman, terjangkau, 
mutakhir dan terbuka yang harus diperhatikan oleh setiap para pendaftar tanah maupun 
pejabat yang terkait. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 
Pokok Agraria yang menyebutkan: 
“Untuk menjaminmkepastian hukum olehmpemerintah diadakan pendaftaran tanah 
dimseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan peraturan pemerintah.”2 
Salah satu alternatif pendaftaran tanah adalah dengan melalui peningkatan hak. 
Dengan peningkatan hak maka masyarakat dimungkinkan untuk meningkatkan status 
hak atas tanah yang semula menjadi hak milik. Hak Milik sebagai hak yang terkuat yang 
dapat dipunyai orang atas tanah. Maksud hak terkuat adalah Hak Milik atas tanah 
tersebut lebih kuat jika dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain,mtidak mempunyai 
batasbwaktu tertentu, mudahbdipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah 
hapus. 
Peningkatan hak beserta pedoman pelaksanaannya kemudian diatur lebih lanjut 
dalam Keputusan Menteri NegarahAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 
Tahun 1997 jo. Nomor 15 Tahun 1997 tentang PemberianbHak MilikbAtas Tanah 
untukmRumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana dan Nomor 1mTahun 1998 
tentang Perluasan Pemberian Hak MilikbAtas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana dan 
                                                                 
2aaaaaaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran 
Negara Nomor 104 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, Pasal 19 ayat (1). 
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Rumah Sederhana menurut Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 9 Tahun 1997. 
Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1997 tentang PemberianbHak 
MilikbAtas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) 
memberikan pengertian mengenai perubahan hak dalam Pasal 1 huruf (b) yang berbunyi: 
“Perubahan hak adalah penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang 
tanah yang semula dengan Hak Guna Bangunan, atas permohonan pemegang 
haknya, menjadi tanah negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya 
dengan Hak Milik.” 
Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1997 kemudian diperbarui 
dengan dikeluarkannya beberapa aturan perluasan dalam Keputusan Menteri Negara 
Agraria Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perluasan Pemberian Hak Milik AtasbTanah untuk 
Rumah Sangat Sederhanal(RSS) dan RumahbSederhana (RS). Beberapa ketentuan yang 
sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri NegarabAgraria/Kepala BadanbPertanahan 
Nasional Nomor 9bTahun 1997 tidak diatur lebih lanjut bahkan sama sekali dihapus 
dalam Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1998.  
Sebagaimana diketahui, dalam UUPA tidak dikenal istilah pembaruan,perubahan 
dan peningkatan hak, yang dikenal adalah pemberian hak dan perpanjangan jangka 
waktu hak atas tanah. Istilah pembaruan hak muncul pertama kali dalam Peraturan 
Menteri Muda Agraria Nomor 15 Tahun 1959 yang kemudian dicabut dengan 
berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Kententuan-
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Istilah tersebut kemudian 
diadopsi dalam peraturan perundang-undangan sesudahnya. 
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Tidak dijumpainya aturan-aturan mengenai peningkatan hak dalam UUPA dirasa 
dapat berakibat pada proses penyelesaian sengketa terutama oleh hakim di pengadilan. 
Hakim dalam hal ini tidak dapat memperoleh pijakan hukum sehingga dibutuhkan suatu 
penemuan hukum baru dengan teknik penafsiran meluas sehingga kemudian dapat 
diperoleh makna baru dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di 
atasnya.  
Hak Guna Bangunan dapat diperpanjang dan diperbarui, demikian tercantum dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Di samping itu, tidak ditemukan istilah-
istilah maupun peraturan-peraturan terkait peningkatan hak terutama Hak Guna 
Bangunan menjadi Hak Milik atau hak atas tanah lain yang berkekuatan hukum lebih 
kuat. 
Perpanjangan dan pembaruan hak tidak dapat disamakan dengan peningkatan hak. 
Perpanjangan hak adalahbpenambahan jangka waktu berlakunyabsesuatu hak 
tanpabmengubah syarat-syaratbdalam pemberian hak tersebut.3 Pembaruan hak adalah 
pemberian hak yangbsama kepada pemegang hakbatas tanah yang telah 
dimilikinyabdengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakaibsesudah 
jangka waktu hak tersebutbatau perpanjangannya habis.4 Sedangkan yang dimaksud 
dengan peningkatan hak adalah permohonan dan/atau pemberian hak atas tanah yang 
memiliki kekuatan hukum lebih kuat terhadap hak atas tanah lain yang memiliki 
kekuatan hukum lebih lemah. Jadi hak atas tanah yang diberikan sebagai hasil dari 
permohonan peningkatan hak adalah hak atas tanah yang sama sekali baru, berbeda dan 
memiliki kekuatan hukum lebih kuat. 
                                                                 
3aaaaaaIbid, Pasal 1 ayat (6). 
4aaaaaaIbid, Pasal 1 ayat (7). 
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Kemudian jangka waktu Hak Guna Bangunan setelah diperpanjang hanya sebatas 
paling lama 20 tahun dan permohonan perpanjangan atau pembaruan hak harus diajukan 
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna 
bangunan tersebut. Sedangkan melalui peningkatan hak, hak atas tanah terkuat berupa 
Hak Milik baru yang diberikan tidak memiliki jangka waktu pemilikan melainkan dapat 
berlaku seumur hidup dan permohonannya dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka 
waktu Hak Guna Bangunan yang akan dimohonkan peningkatan haknya itu habis. 
Hal lain yang seringkali disalahartikan sebagai peningkatan hak atas tanah adalah 
permohonan atau pemberian hak atas tanah baru melalui pelepasan hak. Dalam proses 
peningkatan hak atas tanah menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahunk1997 jo. Nomorb15 Tahun 1997 dan Nomor 1 
Tahun 1998 tidak terdapat proses pelepasan hak sebagaimana yang dilakukan untuk 
mengajukan permohonan hak atas tanah baru. Melainkan proses peningkatan hak 
menjadi Hak Milik cukup sederhana yaitubdengan mengajukan peningkatanbhak ke 
Kantor Pertanahan, kemudian KantorbPertanahan melakukan perubahanbhaknya dengan 
cara langsungbmenulis di halaman sertifikatbbahwa haknya sudahbditingkatkan menjadi 
Hak Milik.5 
Pengertian pemberian hak atas tanah menurut Ali Achmad adalah: 
“Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang 
ataupun beberapa orang bersama-sama atau sesuatu badan hukum”. 
 
 
 
                                                                 
5aaaaaaCara Meningkatkan Status Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan atau HGB menjadi Sertifikat 
Hak Milik atau SHM (online), http://www.asriman.com, (28 Maret 2015).  
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Sedangkan pengertian pelepasan atau penyerahan hak atas tanah menurut Pasal 1 
angka (6) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 adalah: 
“Kegiatan melepaskan hubungan hukumbantara pemegang hak atas tanah 
denganbtanah yang dikuasainya denganbmemberikan ganti rugilatas dasar 
musyawarah.” 
Dalam proses peningkatan hak atas tanah menurut Keputusan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahunk1997 jo. Nomorb15 Tahun 
1997 dan Nomor 1 Tahun 1998 tidak terdapat proses pelepasan hak sebagaimana yang 
dilakukan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah baru. Melainkan proses 
peningkatan hak menjadi Hak Milik cukup sederhana yaitu dengan mengajukan 
peningkatan hak ke Kantor Pertanahan, kemudian Kantor Pertanahan melakukan 
perubahan haknya dengan cara langsung menulis di halaman sertifikat bahwa haknya 
sudah ditingkatkan menjadi Hak Milik. 
Kekaburan hukum dapat ditemukan pada kasus yang lain dengan melihat Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2008 atas perkara perdata kasasi antara Pemohon 
Kasasi (dahulu Tergugat) Alhamarhum Marsidi Wirjoatmodjo yang kemudian 
kedudukannya diganti oleh istri dan anak-anaknya, Rantimah, Agung Supriyadi, 
Sunanik, Endang Sri Purwati dan Muhadi melawan Termohon Kasasi (dahulu 
Penggugat) Supartinah.  
Perkara tersebut mengkronologiskan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) 
Supartinah sejak kecil telah masuk dan hidup bersama dalam rumah tangga orang tua 
angkat hingga dewasa dan diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandung. Untuk itu 
Penggugat akhirnya ditetapkan sebagai anak angkat dan satu-satunya ahli waris dari 
Almarhum Amat dan Almarhumah Roesmi. Selain mempunyai anak angkat, Almarhum 
Amat dan Almarhumah Roesmi juga mempunyai harta peninggalan/warisan berupa 
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sebidang tanah ex Hak Guna Bangunan Nomor B-36, tercatat atas nama Amat alias 
Dimin, berdiri di atasnya bangunan rumah tempat tinggal dan Hotel “Sederhana”. Akan 
tetapi kemudian sepeninggalnya Roesmi, Marsidi Wirjoatmodjo yang datang mengaku 
sebagai anak dari Amat dalam perkawinannya dengan Mainem (Almarhumah), tanpa 
persetujuan Penggugat telah mengambil alih hak atas tanah, membalik nama Sertifikat 
Hak Guna Bangunan Nomor B-36 dan pengelolaan Hotel “Sederhana” tanpa 
sepengetahuan dan memperhatikan hak-hak Penggugat. 
Selanjutnya Hak Guna Bangunan Nomor B-36 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo 
yang cacat hukum tersebut telah dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan 
peningkatan hak oleh Marsidi Wirjoatmodjo menjadi Hak Milik dan pada tahun 1990 
terbitlah Sertifikat Hak Milik atas tanah dan/atau bangunan tersebut. Kemudian dalam 
waktu yang sama pada tahun 1990 tersebut, terjadi pula Pemecahan dan/atau Pemisahan 
Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo 
tersebut di atas menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik. Akan tetapi karena terbitnya 
Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo tersebut di atas telah 
didasarkan pada syarat-syarat dan/atau alas hak yang cacat hukum, maka secara otomatis 
Sertifikat Hak Milik Nomor 629, serta pemecahan dan/atau pemisahan tersebut adalah 
mengandung cacat hukum. 
Perbuatan Marsidi Wirjoatmodjo merupakan perbuatan melawan hukum karena 
jelas-jelas telah merugikan hak-hak Supartinah selaku Penggugat dan ahli waris 
mengingat Supartinah secara tidak langsung telah ditetapkan sebagai anak angkat dan 
ahli waris dari Almarhum Amat dan Almarhumah Roesmi sebagaimana tercantum di 
dalam Putusan.  
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Sebagaimana diatur dalam Staatblaad 1917 Nomor 129, akibat hukum dari 
pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak 
angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan 
menjadi ahli waris orang tua angkat.  
Selanjutnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 
1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 
Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak 
menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 
wasiat anak angkatnya. 
2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.6 
Di dalam putusan tidak dijelaskan secara terperinci apakah pihak-pihak yang 
bersengketa beragama Islam ataukah tidak. Namun kedudukan Supartinah sebagai ahli 
waris dari Almarhum Amat dan Almarhumah Roesmi sudah dapat dipastikan secara 
hukum.  
Kemudian mengenai Marsidi Wirjoatmodjo yang datang mengaku sebagai anak dari 
Amat dalam perkawinannya dengan Mainem (Almarhumah) dan kedudukannya sebagai 
ahli waris dapat disimpulkan dengan bertumpu pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam: 
1. Sebab kekerabatan (qarabah), atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan). 
2. Sebab perkawinan (mushaharah), yaitu antara mayit dengan ahli waris ada 
hubungan perkawinan. Maksudnya adalah, perkawinan yang sah menurut Islam, 
bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak 
bercerai). 
3. Sebab memerdekakan budak (wala`).7 
 
Namun demikian, kepada anak tiri mubah hukumnya untuk diberi wasiat oleh orang 
tua tirinya. Dengan syarat, harta yang diberikan sebagai wasiat itu tidak melebihi 1/3 
(sepertiga) dari harta orang tua tirinya yang meninggal. Jika wasiatnya melebihi 1/3 
(sepertiga), maka pelaksanaanya bergantung pada persetujuan para ahli waris. 
                                                                 
6aaaaaaKompilasi Hukum Islam, Pasal 209. 
7aaaaaaIbid, Pasal 171. 
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Dari ketentuan di atas maka jelaslah bahwa Marsidi Wirjoatmodjo selaku anak tiri 
bukanlah termasuk ke dalam ahli waris kecuali memang diberi wasiat oleh orang tua 
tirinya. Namun berdasarkan judex factie poin 2 dapat diketahui bahwa Surat Keterangan 
Waris yang menyebutkan bahwa Marsidi Wirjoatmodjo sebagai ahli waris dari 
Almarhum Amat alias Dimin tidak mengandung kebenaran (dipalsukan). Sehingga 
perbuatan Marsidi Wirjoatmodjo tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
melawan hukum. 
Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), Marsidi Wirjoatmodjo selaku anak tiri di dalam 
putusan dinyatakan memiliki Surat Keterangan Waris yang kemudian terbukti 
dipalsukan. Mengenai hal ini Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah disebutkan bahwa salah satu syarat pendaftaran balik nama waris adalah: 
“Surat Keterangan Waris: bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat 
keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 
(dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat 
tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.”8 
Dalam hal ini yang perlu dipertanyakan adalah para saksi dan Kepala 
Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal Marsidi Wirjoatmodjo yang telah 
membuatkan Surat Keterangan Waris untuknya. Badan Pertanahan Nasional sebagai 
oknum pelaksana yang dalam hal ini hanya menerima bukti Surat Keterangan Waris dari 
pemohon balik nama sertifikat tanah tidak dapat sepenuhnya disalahkan. 
 
                                                                 
8aaaaaaPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomorb24 Tahun 1997 tentang PendaftaranbTanah, Pasal 111 
ayat (1) huruf c butir 4. 
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Keputusan Mahkamah Agung yang tercantum dalam amar putusan lantas dapat 
dibenarkan. Keputusan tersebut antara lain berbunyi: 
Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:  
1. MARSIDI WIRJOATMODJO oleh karena yang bersangkutan meninggal dunia, 
maka kedudukannya diganti oleh istri dan anak-anaknya yaitu:  
1.1. SUYATMI, S.Pd, 
1.2. Dra, LILIK W.A,  
1.3. Dra. YANIK W.A,  
1.4. Drs. YUDI W.A,  
1.5. PIPIT W.A, dan  
2. RANTIMAH,  
3. AGUNG SUPRIYADI,  
4. SUNANIK,  
5. ENDANG SRI PURWATI,  
6. MUHADI tersebut; 
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 
319/Pdt/2007/PT.Sby, tanggal 20 September 2007, yang membatalkan putusan 
Pengadilan Negeri Nganjuk No. 12/Pdt.G/2006/PN.Ngjk, tanggal 21 Februari 2007, 
sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 
Dalam Konvensi: 
Dalam Eksepsi: 
-- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X; 
Dalam Pokok Perkara: 
1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian; 
2. Menyatakan Penggugat adalah anak angkat yang sah dari almarhum Amat 
dengan almarhumah Rusmin, dan merupakan ahliwaris satu-satunya dari 
almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin tersebut; 
3. Menyatakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Amat dengan 
almarhumah Rusmin, berupa: 
-- Sebidang tanah ex HGB No. B-36, seluas 3.780 m² (kini menjadi seluas 3.740 
m²) terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten 
Nganjuk, menjadi Hak Milik dari pihak Penggugat (Supartinah); 
4. Menyatakan almarhum Marsidi Wirjoatmodjo telah melakukan perbuatan 
melawan hukum; 
5. Menyatakan peralihan dan/atau perubahan Sertifikat Hak Guna Bangunan 
(HGB) No. B-36, seluas 3.780 m² dari atas nama Amat alias Dimin menjadi atas 
nama Marsidi Wirjoatmodjo yang terjadi pada tahun 1976 adalah cacat hukum 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 629 seluas 3.740 m² a.n Marsidi 
Wirjoatmodjo, beserta Sertifikat-Sertifikat Pemisahan dan/atau Pemecahannya, 
adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Terggat V dan/atau siapa saja yang 
memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas ± 
1.899 m², juga Sertifikat Hak Milik No. 634 a.n. Marsidi Wirjoatmodjo dan 
Sertifikat Hak Milik No. 635, a.n Marsidi Wirjoatmodjo dalam keadaan baik 
kepada pihak Penggugat Menghukum Tergugat VI sampai dengan Tergugat VII 
dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan 
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tanah objek sengketa seluas ± 294 m² dalam keadaan kosong beserta Sertifikat 
Hak Milik No. 630 a.n. Rantimah kepada pihak Penggugat; 
-- Menghukum Tergugat VIII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak 
daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas ± 383 m², dalam 
keadaan kosong beserta Sertifikat Hak Milik No. 631 a.n Yadi kepada pihak 
Penggugat; 
-- Menghukum Tergugat IX dan/atau siapa saja yang memperoleh hak 
daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas ± 314 m², dalam 
keadaan kosong beserta Sertifikat Hak Milik No. 632 a.n Marsidi Wirjoatmodjo 
kepada pihak Penggugat; 
-- Menghukum Tergugat X dan/atau siapa saja yang memperoleh hak 
daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas ± 267 m², dalam 
keadaan kosong beserta Sertifikat Hak Milik No. 633 a.n Muhadi kepada pihak 
Penggugat; 
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 
Dalam Rekonvensi: 
-- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya; 
Dalam Konvensi/Rekonvensi: 
-- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk 
membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam 
tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 
-- Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- 
(lima ratus ribu rupiah); 
 
Dengan alasan pengambilan keputusan sebagai berikut: 
Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti/Pengadilan 
Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah 
menerapkan hukum, sebab berdasarkan bukti P-I, tanah sengketa yang semula atas 
nama Pak Amat alias Dimin sejak tahun 1976, berubah menjadi atas nama Marsidi 
Wirjoatmodjo berdasarkan Surat Keterangan Waris, ternyata berdasarkan bukti T.I-
T-V-9 Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Mangundikaran tanggal 20 Januari 
1976 tersebut tidak benar, sebab isinya menyatakan bahwa Marsidi Wirjoatmodjo 
adalah anak kandung dari Pak Amat dan isterinya Rusmi, padahal Marsidi 
Wirjoatmodjo tersebut adalah anak Mainem, sesuai bukti T.I-T-4, hal mana 
dikuatkan oleh keterangan 5 orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa dalam 
perkawinan antara Pak Amat dengan Rusmi tidak dikaruniai seorang anak pun; 
Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata Penggugat adalah 
anak angkat satu-satunya Pak Amat dengan Rusmi; 
Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki sekedar 
mengenai ganti rugi, oleh karena tidak terbukti secara rinci di persidangan, sehingga 
harus ditolak; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan 
kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi MARSIDI WIRJOATMODJO dan 
kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan 
Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 319/Pdt/2007/PT.Sby, tanggal 20 September 
2007, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 
12/Pdt.G/2006/PN.Ngjk, tanggal 21 Februari 2007, sehingga amarnya seperti yang 
akan disebutkan di bawah ini: 
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 
ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka para Pemohon Kasasi dihukum 
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; 
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
 
Unsur rechtverwerking yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung di atas adalah 
apabila seseorang mendiamkan/tidak memelihara/meninggalkan tanahnya dalam 
beberapa jangka waktu tertentu, maka seseorang tersebut dapat dianggap telah 
melepaskan hak atas tanahnya dan orang yang beritikad baik menguasai tanah tersebut 
berhak sebagai pemegang hak atas tanahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan 
rechtverwerking yang merupakan konsep dari Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 telah dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan 
sengketa tanah-tanah adat di Indonesia seperti halnya permasalahan yang telah dibahas di 
atas.9 
 
D. Penutup 
1. Kesimpulan 
Salah satu alternatif pendaftaran tanah adalah dengan melalui peningkatan hak. 
Dengan peningkatan hak maka masyarakat dimungkinkan untuk meningkatkan 
status hak atas tanah semula menjadi hak milik.  
Peningkatan hak beserta pedoman pelaksanaannya kemudian diatur lebih lanjut 
dalam Keputusan Menteri NegarabAgraria/Kepala BadanbPertanahan Nasional 
Nomor 9bTahun 1997 jo. Nomor 15 Tahun 1997 tentang PemberianbHak 
MilikbAtas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana dan 
Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk 
                                                                 
9aaaaaaErpinka Aprini, Tesis: Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Kaitannya dengan Ketentuan 
Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  (online), 
http://eprints.undip.ac.id, 2007, hlm 51. 
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Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana menurut Keputusan Menteri 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997.  
Istilah perubahan hak dan peningkatan hak tidak dijumpai dalam UUPA. Tidak 
dijumpainya aturan-aturan mengenai peningkatan hak dalam UUPA dirasa dapat 
berakibat pada proses penyelesaian sengketa terutama oleh hakim di pengadilan. 
Hakim dalam hal ini tidak dapat memperoleh pijakan hukum sehingga dibutuhkan 
suatu penemuan hukum baru dengan teknik penafsiran meluas sehingga kemudian 
dapat diperoleh makna baru dalam peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan di atasnya.  
Hal yang seringkali disalahartikan sebagai peningkatan hak atas tanah adalah 
permohonan atau pemberian hak atas tanah baru melalui pelepasan hak. Dalam 
proses peningkatan hak atas tanah menurut Keputusan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahunk1997 jo. Nomorb15 
Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998 tidak terdapat proses pelepasan hak 
sebagaimana yang dilakukan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah baru. 
Melainkan proses peningkatan hak menjadi Hak Milik cukup sederhana yaitu 
dengan mengajukan peningkatan hak ke Kantor Pertanahan, kemudian Kantor 
Pertanahan melakukan perubahan haknya dengan cara langsung menulis di halaman 
sertifikat bahwa haknya sudah ditingkatkan menjadi Hak Milik. 
 
2. Saran 
Mengingat masih ditemukannya kekaburan hukum dalam Keputusan Menteri 
NegarabAgraria/Kepala BadanbPertanahan Nasional Nomor 9bTahun 1997 jo. 
Nomor 15 Tahun 1997 tentang PemberianbHak MilikbAtas Tanah untuk Rumah 
Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana dan Nomor 1 Tahun 1998 tentang 
Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana dan 
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Rumah Sederhana menurut Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 9 Tahun 1997 maka penulis rasa akan lebih baik jika Kementerian 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan suatu keputusan 
pembaruan terutama atas Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998. Keputusan tersebut dapat memuat hal-
hal baru seperti siapa saja yang berhak mengajukan permohonan peningkatan hak 
atas tanah dan kewenangan Kantor Pertanahan untuk melakukan pengecekan ulang 
terhadap kelengkapan berkas-berkas permohonan peningkatan hak atas tanah yang 
diajukan. Tentu saja apabila dikaitkan dengan permasalahan yang penulis angkat 
dalam penelitian ini hal itu diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus serupa di 
kemudian hari.  
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Atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana dan Rumah 
Sederhana. 
 
Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 24 September 2013 Nomor 15/40/DKMP 
tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang 
Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan 
Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun 
Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. 
 
PUTUSAN PENGADILAN 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2169 K/Pdt/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
